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Abstrak

Pemerintah desa merupakan entitas birokrasi pemerintahan terkecil yang memiliki peran krusial dalam penyediaan pelayanan publik. Dalam mendukung terlaksananya pembangunan dan juga pelayanan publik di tingkat desa, tentunya pemerintah desa memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kecakapan dan keterampilan tertentu. Birokrasi di tingkat desa semestinya diisi oleh orang-orang yang selain memiliki motivasi melayani masyarakat, juga memiliki wawasan dan kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Sistem birokrasi pemerintahan desa sudah seharusnya didasarkan pada merit system, agar penyediaan pelayanan publik di tingkat desa menjadi lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat dan sesuai dengan dinamika soisal ekonomi yang ada. Meskipun demikian, bukan hal yang mudah mewujudkan birokrasi pemerintahan desa yang meritokratis. Hal ini dikarenakan masih adanya kerancuan dalam pengisian jabatan perangkat desa yang dalam beberapa kasus dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung dan ada juga pengisian jabatan perangkat desa melalui skema pengangkatan. Makalah ini berisi tentang analisis kritis mengenai berbagai tantangan dalam mewujudkan meritokrasi birokrasi pemerintahan desa. Argumen yang dibangun dalam makalah ini dibangun berdasarkan data-data sekunder dan juga kajian terdahulu terkait dengan pemerintahan desa.
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PENDAHULUAN
Harus diakui bahwa desa sebagai entitias pemerintahan terkecil di republik ini memiliki peranan yang sangat strategis dalam pembangunan di Indonesia. Hal ini karena desa merupakan ujung tombak identifikasi masalah; kebutuhan masyarakat di level akar rumput sampai perencanaan dan realisasi tujuan bernegara tercermin dalam kehidupan masyarakat di desa (Sidik, 2015). Selain itu, desa dinilai memiliki sejumlah potensi yang sangat besar dari aspek geografis, sumber daya alam, sosial, ekonomi, serta kultural. Besarnya potensi yang ada di wilayah pedesaan di Indonesia ini dapat dilihat dari fakta lain yang menunjukkan bahwa sektor pertanian dan industri kecil di Indonesia hampir seluruhnya memiliki basis di daerah pedesaan (Pranoto et al. 2006).	
Pada dasarnya desa memang memiliki segala potensi untuk berperan dalam menjalankan fungsi strategis dalam pembangunan nasional. Secara umum, desa memiliki setidaknya tiga potensi utama yang dapat dikembangkan yaitu desa sebagai sumber produksi produk pertanian, desa sebagai sumber kesenian, dan juga desa sebagai sebuah destinasi wisata (berdesa.com, 2018). Potensi yang ada di wilayah pedesaan tersebut sudah semestinya mampu menjadi pendorong kemajuan pembangunan masyarakat desa dari segi ekonomi, sosial, dan juga budaya.  
Berbagai upaya mempercepat pembangunan di tingkat desa pada dasarnya juga sudah dilakukan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui campur tangan pemerintah pusat dalam pembangunan di wilayah pedesaan dengan memberikan suntikan dana yang bersumber dari APBN kepada masing-masing desa. Untuk memaksimalkan potensi yang ada di wilayah pedesaan dan menyelenggarakan pelayanan publik di tingkat desa yang berkualitas, pemerintah pusat saat ini telah memberikan dukungan finansial kepada masing-masing desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa ditahun 2015, desa-desa di Indonesia mulai mendapatkan kucuran dana dengan total sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  
	Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, di dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah dana yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintahan desa di Indonesia terbilang tidak sedikit. Alokasi dana yang digelontorkan pemerintah pusat kepada pemerintah desa diperkirakan berkisar antara Rp 800 juta hingga Rp 1,4 miliar per desa yang bersumber dari dana gabungan APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten (Sidik, 2015). Dalam empat tahun terakhir, alokasi dana desa yang digelontorkan secara akumulatif cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:



Sumber: (Kementerian Desa RI 2019)
Jika melihat dari potensi yang ada dan dukungan berupa gelontoran dana dari pemerintah pusat, maka tidak ada alasan bagi wilayah pedesaan di Indonesai tidak dapat berkembang secara optimal. Lalu, pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa sampai saat ini masih banyak kendala dalam membangun wilayah pedesaan di Indonesia? Menurut Piliang, dkk. (dalam Mulyono, 2014), persoalan yang dihadapi oleh desa-desa di Indonesia saat ini bukanlah terletak pada kuantitas sumber daya alam dan juga aspek sosiokulturalnya, melainkan pada persoalan kesatuan masyarakat hukum (pemerintahan desa) yang sampai saat ini belum mampu mengubah potensi yang dimilikinya menjadi sebuah kekuatan guna memenuhi kebutuhannya sendiri. Mulyono (2014) menambahkan bahwa persoalan yang dihadapi desa saat ini adalah tentang kapasitas administrasi dan juga tata kelola birokrasi di tingkat pemerintahan desa yang masih belum terlatih serta persoalan akuntabilitas pemerintahan desa dalam mengelola anggaran yang cukup besar. Jadi, jelaslah bahwa persoalan utama bukan pada potensi sumber daya alam dan bukan pula pada aspek finansial desa, melainkan lebih kepada persoalan masih buruknya pelayanan publik akibat mesin birokrasi pemerintah desa yang cenderung lamban merespon dinamika yang berkembang dalam masyarakat. 
	Diakui atau tidak, fenomena yang terjadi adalah saat ini kualitas pelayanan publik di tingkat desa yang banyak menjadi sorotan dan citra negatif. Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa saat ini menghadapi persoalan yang cukup kompleks, karena sudah sejak lama desa di poisisikan sebagai entitas pemerintahan yang bertanggung jawab kepada pemerintah di atasnya ketimbang warga desa (Somad, 2012).  Selain karena posisi pemerintah desa yang di tempatkan sebagai objek yang harus patuh pada entitas pemerintahan di atasnya, persoalan mengenai buruknya kualitas pelayanan publik di desa adalah karena birokrasi pemerintah desa yang selama ini lamban dan tidak responsif. Menurut Wuri et al., (2017), hal ini terjadi karena masih rendahnya produktifitas kerja dan disiplin dari para perangkat desa sebagai mesin birokrasi pemerintahan desa. Birokrasi pemerintah desa dinilai belum mampu merespon tuntutan dan kebutuhan masyarakat desa dengan cepat, padahal pada dasarnya pemerintah desa memiliki sumber daya materiil yang mencukupi. 
	Persoalan mengenai birokrasi di tingkat pemerintahan desa juga tercermin dari kajian-kajian yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Kajian yang dilakukan oleh Tendry et al., (2001) tentang efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1979 mengemukakan bahwa aparat desa pada umumnya belum mampu memperoleh, menggali, dan memanfaatkan, sumberdaya yang ada dikarenakan faktor pendidikan baik formal maupun informal yang dimiliki oleh perangkat desa. Penelitian yang dilakukan oleh Wuri et al., (2017) tentang kinerja aparatur pemerintah Desa Sinsingon, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow menyebutkan bahwa perangkat desa memiliki kemampuan serta keahlian yang rendah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sementara itu, kajian ilmiah yang dilakukan oleh (Uguy, 2016) terkait dengan profesionalisme aparatur pemerintah desa dalam penyediaan layanan publik di Desa Kaweruan, Kecamatan Likupang Selatan, Kabupaten Minahasa Utara menunjukkan bahwa kecakapan dan skill perangkat desa dalam penyediaan layanan publik masih kurang, yang ditandai dengan lamanya proses pengurusan ijin maupun persuratan. Selain itu, temuan dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa perangkat Desa Kaweruan masih cenderung kurang terbuka terhadap informasi terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik di Desa Kaweruan.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pemerintahan Desa di Indonesia	
Sebelum mendedah persoalan mengenai birokrasi pemerintahan desa, bagian ini akan secara singkat mendiskusikan mengenai sistem pemerintahan desa di Indonesia sejak orde baru hingga sistem pemerintahan desa yang diterapkan saat ini. Menurut hemat penulis, uraian mengenai sistem pemerintahan desa di Indonesia ini perlu disampaikan agar lebih mudah dalam memahami birokrasi pemerintahan desa dan tantangannya dalam menciptakan merit system dalam birokrasi pemerintahan desa. 	 
Dalam sistem pemerintahan, desa memiliki peran strategis disetiap era pemerintahan di Indonesia. Di masa orde baru, desa menjadi obyek kekuasaan pemerintah (Nuraini, 2010). Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, yang menyebutkan bahwa desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah orde baru saat itu memposisikan desa sebagai satu entitas pemerintahan yang berada dalam satu garis komando dan patuh sepenuhnya atas entitas pemerintahan di atasnya. Posisi desa tidak lain adalah sebagai representasi (kepanjangan tangan) dari pemerintah pusat (Nuraini, 2010). 	
Dalam bingkai peraturan legal formal seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, desa dalam prosesnya berkembang sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Berbagai macam pembangunan pada masa orde baru seperti prasarana fisik desa, institusi pendidikan (SD Inpres), Koperasi Unit Desa (KUD) dan juga pasar desa telah banyak mengubah wajah desa. Dari serangkaian pembangunan tersebut, dapat dilihat bahwa wajah desa menjadi semakin baik, status dan kemakmuran orang desa mengalami peningkatan, akan tetapi struktur dan institusi negara, daerah, birokrasi, maupun desa tidak mengalami perubahan (perbaikan) yang signifikan (Suroto et al., 2014). Berdasarkan penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tersebut, secara de jure desa memiliki hak untuk melaksanakan pemerintahan dalam bingkai Negara Kesatuan RI, akan tetapi secara de facto, hak ini bukanlah hak otonomi seperti yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, karena dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 hanya memberikan hak otonomi kepada Daerah Tingkat I dan II berdasarkan asas desentralisasi bukan kepada desa (M Tendry, 1994: 28 dalam Tendry, Utomo, & Pratikno, 2001). 	
Sementara itu, diera sekarang ini peranan desa secara normatif telah mengalami perubahan posisi dari semula menjadi objek kekuasaan rezim menjadi entitas yang lebih mandiri. Menurut Yarni (2014), kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa berasal dari adanya kesenjangan antara peran dan fungsi strategis desa dalam penyelenggaraan roda pemerintahan yang dihadapkan dengan lemahnya kewenangan yang dimiliki desa untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, sehingga membuat desa yang secara fisik ada namun dilihat dari fungsinya seperti tiada di tengah masyarakat. Sejak ada perubahan Undang-Undang baru tentang desa tersebut, peran desa mengalami pergeseran yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari definisi mengenai desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kerangka legal formal yang demikian, posisi desa tidak lagi seragam (uniformity) melainkan beragam (ununiformity) (Mulyono, 2014). Keberagaman desa tersebut tentunya akan menguatkan karakteristik khusus yang khas dari desa, yang selama masa orde baru tidak terlihat karena adanya penyeragaman. 
Birokrasi Pemerintahan Desa di Indonesia
Salah satu tanggung jawab pemerintah (dari pemerintah pusat hingga entitias pemerintah terkecil yaitu desa) adalah menyelenggarakan pelayanan publik (Wuri et al. 2017). Dalam menyelenggarakan pelayanan publik tersebut, pemerintah memerlukan eksekutor/ pelaksana penyedia layanan publik yang disebut birokrasi. Kegiatan pembangunan nasional dengan segala ukuran keberhasilannya tidak terlepas dari pengabdian aparat (perangkat) pemerintah desa (Mulyono, 2014). Birokrasi merupakan instrumen penting dalam suatu sistem pemerintahan yang mana keberadaannya merupakan alat untuk mendorong tercapainya negara yang sejahtera (Ahmad 2008), termasuk dalam hal ini adalah birokrasi di tingkat pemerintahan desa. Begitu pentingnya peran birokrasi di tingkat desa, pada masa orde baru, birokrasi pemerintahan desa (perangkat desa) menjadi mesin politik bagi penguasa (Triputro, 2005).
Pemerintah desa (kepala desa dan perangkatnya) merupakan bagian dari mata rantai birokrasi negara yang menjalankan fungsi regulasi dan kontrol melalui pelayanan administratif, implementasi proyek-proyek pembangunan, mobilisasi masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam melakukan pelayanan bagi warganya untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam melakukan pelayanan bagi warganya di desa (Sidik, 2015). Hadirnya birokrasi di tingkat desa diharapkan mampu menciptakan keteraturan serta mampu mendorong pembangunan masyarakat desa. 
Secara umum, saat ini birokrasi di tingkat desa sudah mengalami berbagai perubahan. Jika dahulu di masa orde baru, birokrasi di tingkat desa hanya berperan sebagai pelaksana mandat dari institusi di atasnya, saat ini birokrasi di tingkat desa sudah tidak lagi sekadar bagian dari sub ordinat pemerintahan kabupaten, melainkan entitas pemerintahan yang dituntut mampu melakukan diskresi kreatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan kepentingan masyarakat lokal (Triputro, 2005). Sebelum diberlakukannya Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, birokrasi di tingkat desa dihadapkan pada beragam hambatan yang cukup kompleks seperti hambatan legal rasional, di mana desa di tempatkan sebagai sub-ordinasi atau bawahan pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten, serta hambatan subtantif prosedural (Somad, 2012)
Pengisian Jabatan Perangkat Desa
Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Para perangkat desa tersebut bertanggung jawab langsung kepada kepala desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 50, perangkat desa harus memiliki kualitfikasi pendidikan minimal setara sekolah menengah umum, berusia 20-42 tahun, terdaftar sebagai penduduk desa minimal satu tahun, dan teknis pengisian jabatan perangkat desa secara spesifik diatur dalam peraturan daerah kabupaten/ kota. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dalam pasal 23 menyebutkan bahwa perangkat desa dipilih dan atau diangkat tanpa melalui pemilihan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dari penduduk desa yang memenuhi syarat, perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa setelah mendapatkan persetujuan pimpinan Badan Perwakilan Desa. 
Praktek mengenai pengisian jabatan perangkat desa di berbagai daerah cukup beragam. Hal ini dikarenakan dalam pengisian jabatan perangkat desa pada umumnya diatur melalui peraturan daerah (kabupaten). Secara umum, terdapat dua mekanisme pengisian jabatan perangkat desa yaitu melalui pemilihan maupun penunjukan. Sebagai mesin birokrasi di tingkat desa, pengisian jabatan perangkat desa semestinya dilakukan melalui rekrutmen terbuka dengan materi seleksi sesuai dengan jabatan. Hal ini bertujuan agar sumber daya manusia yang mengisi posisi dalam birokrasi pemerintahan desa memiliki kecakapan dan keterampilan spesifik sesuai dengan kebutuhan. Pengisian jabatan perangkat desa melalui mekanisme rekrutmen terbuka tentu juga akan memperjelas kedudukan perangkat desa. Pertanggungjawaban perangkat desa sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan desa menjadi jelas, di mana perangkat desa bertanggung jawab kepada atasannya langsung yaitu kepala desa. 
Akan tetapi, dalam kenyataannya, praktek pengisian jabatan perangkat desa tidak selalu dilakukan dengan mekanisme rerkutmen yang didasarkan atas kecakapan dan keterampilan. Pengalaman menunjukkan di berbagai daerah pengisian jabatan perangkat desa seperti kepala dusun (dukuh) dilakukan dengan cara pemilihan. Dalam konteks ini, perangkat desa yang semestinya merupakan mesin birokrasi, memegang posisi atau jabatan administratif mengalami pergeseran menjadi jabatan politis. Menurut Triputro (2005), pengisian jabatan pamong desa/ perangkat desa melalui mekanisme pemilihan langsung oleh warga menimbulkan kerancuan karena pengisian jabatan pamong desa/ perangkat desa dari hasil pemilihan diposisikan di bawah hirarki dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Sama-sama dipilih oleh warga desa, tetapi pertanggungjawaban perangkat desa tidak kepada konstituen/ pemilih, melainkan kepada kepala desa. Semestinya, pengisian jabatan tertentu dalam pemerintahan melalui mekanisme pemilihan memiliki posisi yang mandiri karena tidak diperoleh dari superior authority-nya (Triputro, 2005). 
Meskipun demikian, pengisian jabatan perangkat desa mulai dari sekretaris desa, kepala seksi/ urusan, dan kepala dusun melalui pemilihan langsung oleh warga/ masyarakat desa memiliki beberapa aspek positif. Pengisian jabatan pamong/ perangkat desa melalui skema pemilihan dapat menunjukkan bahwa pemerintahan desa dibentuk melalui partisipasi masyarakat desa, yang merepresentasikan ketata-pemerintahan yang dekat dengan rakyatnya (Triputro, 2005). Disamping itu, menurut Triputro (2005), pengisian jabatan perangkat desa juga akan meringankan beban moral dari kepala desa/ luran dan juga BPD dari dugaan pemihakan, korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengisian jabatan perangkat desa.
Tantangan Meritokrasi Birokrasi Pemerintahan Desa
Penerapan pemerintahan yang baik memerlukan orang-orang yang baik (Lavinga and Hays 2004). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa pemerintahan desa haruslah profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkannya, salah satu syarat penting yang harus dipenuhi adalah adanya mesin birokrasi yang menggerakkan pemerintahan desa yang berdasarkan merit system. Birokrasi pemerintah di tingkat desa harus cakap dan responsif, serta bersih dari segala tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).  
Terdapat beberapa tantangan dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan desa yang cakap dan responsif serta bebas dari tindak KKN. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan birokrasi pemerintah desa yang berdasarkan merit system pada dasarnya telah melekat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 
Salah satu tantangan dalam mengupayakan meritokrasi birokrasi pemerintahan desa adalah adanya standar kompetensi yang jelas dalam rekrutmen perangkat desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak dijelaskan mengenai standar kompetensi seorang perangkat desa. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan secara umum tentang kriteria calon perangkat desa, seperti batas usia minimal dan maksimal calon perangkat desa, pendidikan minimal, serta masa tinggal minimal.
Melihat aturan mengenai persyaratan sebagai perangkat desa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang serba minimalis, maka tantangan untuk membentuk birokrasi pemerintah desa yang berkualitas ada pada pemerintah kabupaten/kota. Hal ini mengingat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 50 ayat 1 poin d disebutkan bahwa syarat lain dalam pengisian jabatan perangkat desa diatur dalam peraturan daerah tingkat kabupaten/kota. Dalam konteks ini, pemerintah kabupaten/kota sebagai institusi yang memiliki kewenangnan untuk menentukan persyaratan dalam pengisian jabatan perangkat desa harus memiliki perhatian terhadap aspek-aspek keterampilan yang dibutuhkan dalam setiap jabatan perangkat desa. Selain aspek keterampilan, penting kiranya bagi pemerintah kabupaten/ kota untuk memperhatikan aspek motivasi melayani (public service motivation) agar perangkat desa yang terpilih benar-benar berperan sebagai pelayan masyarakat desa. 
Tantangan berikutnya dalam upaya mewujudkan birokrasi pemerintahan desa yang kompeten adalah bagaimana pemerintah mampu mengubah citra negatif pemerintah desa yang terkesan usang dan tua menjadi lebih menarik dikalangan pemuda/masyarakat dengan kelompok umur 20-42 tahun. Citra atau gambaran mengenai birokrasi pemerintah yang usang memang menjadi persoalan tersendiri (Lavinga & Hays, 2004). Persepsi bahwa pemerintah desa merupakan institusi yang usang harus segera diubah, hal ini bertujuan untuk menarik minat para kandidat yang memiliki kompetensi dan memenuhi kualifikasi dalam pengisian posisi perangkat desa. 
Selain itu, persoalan lain yang menjadi tantangan dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan desa perubahan yang begitu cepat. Di era disruptive seperti yang terjadi saat ini, perubahan yang begitu cepat dari aspek teknologi maupun ekonomi menuntut birokrasi pemerintahan desa untuk bertindak responsif terhadap perubahan dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, dalam upaya mewujudkan birokrasi pemerintahan desa yang responsif terhadap perubahan, maka dalam sumber daya manusia yang memiliki skill/keterampilan terkait dengan teknologi.
PENUTUP
Kesimpulan
Sebagaimana jabatan administratif dalam sebuah mesin birokrasi, jabatan perangkat desa di bawah kepala desa sudah semestinya memiliki kecakapan teknis sesuai bidang kerjanya. Idealnya, perangkat desa diisi oleh orang yang memiliki kompetensi dan kualifikasi spesifik sesuai dengan tugasnya. Kompetensi dan kualitas perangkat desa yang terbangun melalui karir birokrasi (pengalaman di lingkungan birokrasi pemerintahan) sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien di tingkat desa. 
Agar penyelenggaraan pemerintahan desa lebih responsif terhadap dinamika yang terjadi dalam masyarakat, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan sebelas prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.
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